
DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota

Padang, “Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2013.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota

Padang, “Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2014.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota

Padang, “Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun

Anggaran 2013.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota

Padang, “Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun

Anggaran 2014.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota

Padang, “Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun

Anggaran 2015.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota

Padang, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2013

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota

Padang, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2014

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota

Padang, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2015

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota

Padang, “Rencana Strategis (Renstra BPMPKB) Tahun 2014 – 2019.

Badan Pusat Statistik Kota Padang, “ Padang Dalam Angka 2014



104

Badan Pusat Statistik Kota Padang, “ Padang Dalam Angka 2015

Badan Pusat Statistik Kota Padang, “ Padang Dalam Angka 2016

Bernadin, H.John & Joyce, E.A. Russell, 1993, Human Resource Management,

Mc Grow-Hill, inc., Singapura

Dwiyanto, Agus, 1999, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah

Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan

Persiapannya, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM,

Yogyakarta.

Indriantoro, dan Supomo 2002, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi

dan Manajemen, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.

Ishak, Muhammad, 2009, Kebijakan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah,

INOVASI; Vol. 6 No. Media Litbang Provinsi Sumatera Utara.

Keban, T. Yeremias 1995, Kinerja Organisasi Publik, Bahan seminar sehari

dalam rangka purna tugas Drs. Sediyono, Fisipol- UGM, Yogyakarta.

-------------, 2000, “Good Governance “ dan “ Capacity Building” sebagai

Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah, Naskah No

20 .

Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua Cetakan

Pertama,UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Mahsum, Mohamad 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Fakultas Ekonomi

UGM, Yogyakarta.

Manik Tumpal, dan Suprihartini Lia, 2013, Analisis Pengaruh Pelaksanaan

Manajemen Publik Melalui Pengukuran Value For Money dan

Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Belanja

Modal, JEMI Vol 2.

Mardiasmo, 2005, “ Reformasi Sistem Manajemen Anggaran Berbasis Kinerja”,

Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi, Yogyakarta.



105

-------------, 2006, Perwujudan , Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui

Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal

Akuntansi Pemerintahan, Vol 2 No.1

-------------, 2009 “Akuntasi Sektor Publik” Edisi Pertama, Cekatan Keempat,

ANDI,Yogyakarta.

Moeheriono, 2014, Indikator Kinerja Utama, Cetakan Ketiga, Penerbit Rajawali

Pers Jakarta

Nordiawan, Deddi 2006, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat.

Parker, W.C, 1993, Performance Measurement in the Public Sector, State of

Utah.www.rutgers.edu/Accounting/raw/seagov/pmg/perfmeasure,

September.

-------------, 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

-------------, 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang

Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

-------------, 2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

-------------, 2008, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor:PEW/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan

Indikator Kinerja Utama

-------------, 2002, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 tahun 2002 tentang

Pedoman Pembentkan dan Rukun Tetangga Serta Rukun Warga

-------------, 2012, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 tahun 2012

perubahan peraturan daerah Kota Padang Nomor 17 tahun 2008

tentang Pembentukan SOTK .



106

-------------, 2013, Peraturan Walikota Padang Nomor 02 tahun 2013 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota

Padang .

-------------, 2014, Peraturan Walikota Padang Nomor 54 tahun 2014 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota

Padang .

-------------, 2013, Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kota Padang.

-------------, 2014, Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kota Padang

------------, 2015, Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kota Padang

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995. Methode Penelitian Survey,

Cetakan II, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia

Soleh , dan Suripto, 2011, Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah, Fokusmedia,

Bandung.

Soelendro, A, 2000, Paradigma Baru Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,

Makalah Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta.

Wijayanti , Rahardian,2012, Analisis Kinerja RSUD DR.ISKAK Tulungagung

Dengan Metode Balace Scorecard Tesis S2, Program Pasca Sarjana

FE UI, (Tidak dipublikasikan.

Wibowo, 2011, Manajemen Kinerja, Cetakan Kelima Penerbit Rajawali Pers,

Jakarta.

Whittaker, J.B (1993) Government Performance and Result Act: A Mandate for

Strategic Planning and Performance Measurement.

Yunus, H. 2000. Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik. Makalah Kongres

Nasional Akuntan Indonesia IV, Jakarta.


